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PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Ketidakpedulian masyarakat dan negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah
tangga karena adanya ideologi gender. Gender adalah cara pandang atau persepsi manusia
terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin
secara kodrati biologis. Gender dalam segala aspek kehidupan manusia mengkreasikan
perbedaan antara perempuan yang lebih rendah daripada laki-laki. Bentuk-bentuk
ketidakadilan gender adalah sterotype, kekerasan, beban ganda, marjinalisasi, subordinasi.
Kesetaraan gender adalah pandangan semua orang harus menerima perlakuan setara dan
tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka.

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah penelantaran rumah tangga
sehingga yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah kekerasan dalam bentuk
penelantaran rumah tangga. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya
disebut Undang-Undang PKDRT)mengatakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam
lingkup rumah tangga.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang PKDRT bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah

tangga meliputi :

! Moerti Hadiatati Soeroso, 2010, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Vitmologis,
Sinar Grafika, Jakarta, him. 15
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a. Kekerasan fisik;

b. Kekerasan Psikis;

c. Kekerasan seksual,

d. Penelantaran rumah tangga

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 UU PKDRT, bahwa:

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkungan rumah tangganya,
padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau
perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada
orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang
yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau
melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban
berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan
kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban
kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah perempuan yang harus mendapatkan
perlindungan negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau perlakuan yang
merendahkan derajat, martabat kemanusiaan.

Keutamaan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas
dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan
dalam rumah tangga sehingga timbul ketidaksamaan dan ketidakadilan terhadap orang yang
berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan
menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib
melaksanakan penegakan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah
Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kasus pelaku tindak pidana penelantaran di lingkungan rumah tangga pada putusan

perkara Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN.Pdg yang dilakukan Kiki Hamdani dengan
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penelantaran dilingkungan rumah tangga, Kiki Hamdani tidak memberikan kehidupan,
perawatan, atau pemeliharaan kepada istri nya. Kiki Hamdani dinyatakan terbukti bersalah
melakukan tindak pidana penelantaran dilingkungan rumah tangga dan menjatuhkan pidana
penjara selama 6 (enam) bulan. Ketentuan pidana yang diatur dalam ketentuan tersebut
adalah untuk mencegah terjadinya penelantaran dilingkungan rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan
membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi berjudul: “PERTIMBANGAN
HAKIM  TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN
DILINGKUNGAN RUMAH TANGGA (Studi Perkara Nomor

554/Pid.Sus/2018/PN.Pdg)

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian daftar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan pokok
dalam penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran dilingkungan

rumah tangga pada perkara Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN Pdg ?
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2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penelantaran

dilingkungan rumah tangga pada perkara Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN.Pdg ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang dibahas maka tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak
pidana penelantaran dilingkungan rumah tangga pada perkara Nomor 555/Pid.sus/2018/PN
Pdg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku tindak
pidana penelantaran dilingkungan rumah tangga pada perkara Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN

Pdg.

D. Metode Penelitian
Adapun metode penelitian digunakan :
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian

yuridis normatif merupakan penelitian yang mengkaji putusan pengadilan, teori hukum,
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asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan
perbandingan hukum.?
2. Sumber Data
Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri
dari bahan-bahan hukum sebagai berikut :
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman
4) Putusan Nomor 554/Pid.Sus/2018/PN.Pdg tentang Pertimbangan Hakim Terhadap

Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Di Lingkungan Rumah Tangga

b.  Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum
primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari
kalangan hukum, dan seterusnya.

C. Bahan Hukum Tersier

2 Bambang Sunggono, 2016, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, him 41
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Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus,
ensiklopedia, indexkomulatif, dan seterusnya.’
3. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dengan studi dokumen berkaitan dengan penelitian ini
diperoleh melalui dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang
terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku literatur yang berkaitan dengan masalah
yang diteliti.
4. Analisis Data
Terhadap semua data atau bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian, maka data
tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang telah diperoleh dikelompokkan
berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan uraikan secara

deskriptif dalam bentuk proposal.

¥ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, Penelitian Hukum Normatif, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
him. 13
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